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ABSTRAK 
 

PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM 

GUGATAN MALPRAKTIK MEDIS 

 

Oleh 

MELIA AGUSTIN 

 

Penyelenggaraan kesehatan merupakan aspek penting yang diprioritaskan kepada 

masyarakat. Tenaga kesehatan dan tenaga medis pada saat menjalankan pelayanan 

kesehatan bisa menimbulkan kesalahan atau kelalaian dan berdampak pada 

ketidakpuasan pasien dan/atau keluarganya, dan berujung pada gugatan, baik yang 

diselesaikan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Secara perdata akibat 

hukum yang terjadi karena kesalahan medis terjadi karena wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum. Dasar gugatan yang akan dikaji adalah gugatan perbuatan melawan 

hukum yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Permasalahan pada skripsi ini 

adalah bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis dan 

bagaimanakah bentuk tanggung gugat akibat dari malpraktik medis. 

 

Penelitian ini  menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yang dibantu 

dengan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan hukum deskriptif. Pengumpulan 

data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif analitis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menyelesaikan kasus malpraktik medis dengan 

gugatan PMH mempertimbangkan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata apakah 

dalam menjalankan kewajibannya terdapat kelalaian dan kesalahan. Seperti kasus pada 

Putusan Perkara Nomor 3203 K/Pdt/2017 dimana Samat Ngadimin menggugat Drg. 

Yus Andjojo D.H. dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan 

tergugat yaitu melakukan implan gigi tanpa adanya persetujuan tertulis dan melakukan 

praktik kedokteran dengan tidak kompetan  tanpa memberikan penjelasan yang jujur, 

yang dimana ini melanggar prinsip kehati-hatian serta menimbulkan kerugian bagi 

korban. Bentuk pertanggungjawaban hukum perbuatan melawan hukum yaitu ganti 

rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Majelis Hakim 

dalam perkara ini mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kompensasi secara 

materiil dan immateriil dengan total seratus juta rupiah. 

 

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Malpraktik Medis, Hukum Kesehatan 
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ABSTRACT 

 
APPLICATION OF ELEMENTS OF UNLAWFULACTS IN MEDICAL 

MALPRACTICE LAWSUITS 

 

By 

MELIA AGUSTIN 

 

Health implementation is an important aspects that is prioritized to the community. 

Health workers and medical personanel when carrying out health services can cause 

errors or negligence and have an impact on the dissatisfaction of patients and/or their 

families, and lead to lawsuits, both settled out of court and in court. Civilly, legal 

consequences that occur due to medical errors due to default and unlawful acts. The 

basis of the lawsuit to be reviewed is a lawsuit for unlawful acts based on article 1365 

of the Civil Code. The problem in this thesis is how to regulate unlawful acts related to 

medical malpractice in the Indonesian legal system and how to form legal 

responsibility for medical malpractice in the Indonesian legal system. 

 

This research uses a normative and empirical approach to the problem. Data collection 

was carried out through field studies and literature studies. The data analysys used is 

descriptive, analytical qualitatively. This research interviewed the advocate of the 

Wahrul Fauzi Silalahi Law Office and Partners. 

 

The results of this study explain that resolving medical malpractice cases with PHM 

lawsuits considers the fulfilment of the elements of  Article 1365 of the Civil Code 

whether there are negligence and errors in carrying out their obligations. Such as the 

case in Case Decision Number 3203 K/Pdt/2017 where Samat Ngadimin sued Drg. Yus 

Andjojo D.H. on the basis of unlawful acts. The acts commited by the defendant are 

performing dental implants without written consent and practicing medicine 

incompetently without giving an honest explanation, which violates the principle of 

prudence and causes losses to the victim. The forms of legal liability for unlawful acts 

are nominal damages, compensation damages, and punitive damages. The Panel of 

Judges in this case requires the Defendant to pay compensation in material and 

immaterial dmages with a total of one hundres million rupiah.  

 

Keywords: Unlawful Acts, Medical Malpractice, health Law 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kesehatan menjadi prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat. Upaya 

kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan 

masyarakat adalah pemberian pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa upaya kesehatan dilakukan secara 

terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dalami bentuki promotif,i preventif,i kuratif,i rehabilitatif,i dan/ataui paliatifi yangi 

dilakukani olehi Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i dan/ataui masyarakat.i 

Artinyai dalami pemberiani upayai kesehatani tidaki terbatasi padai tindakani medisi dani 

perawatani saja,i tetapii jugai mencakupi upayai meningkatkani kesehatan,i upayai 

pencegahan,i upayai penyembuhani ataui pengobatan,i dani upayai pemulihan.i  

 

Tenagai medisi dani tenagai kesehatani diharapkani untuki selalui memprioritaskani 

pengembangani dani peningkatani profesionalismei dalami praktiki kesehatani yangi 

dilakukan,i dengani tujuani memberikani layanani ataui tindakani yangi berkualitasi darii 

pihaki tenagai medisi dani tenagai kesehatan.i Tenagai medisi dani tenagai kesehatani 

memilikii konteksi yangi berbeda,i menuruti Undang-Undangi Kesehatan,i tenagai 

medisi adalahi setiapi orangi yangi mengabdikani dirii dalami bidangi kesehatani sertai 

memilikii sikapi profesional,i pengetahuan,i dani keterampilani melaluii pendidikani 

sepertii dokteri ataui dokteri gigii dani memerlukani kewenangani untuki melakukani 

upayai kesehatan,i sedangkani tenagai kesehatani adalahi setiapi orangi yangi 

mengabdikani dirii dalami bidangi kesehatani sertai memilikii sikapi profesional,i 

pengetahuan,i dani keterampilani melaluii pendidikani tinggii yangi untuki jenisi tertentui 

memerlukani kewenangani untuki melakukani upayai kesehatan,i misalnyai perawat. 
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Tenagai medisi dani tenagai kesehatani dalami memberikani pelayanani kesehatani 

bertanggungi jawabi secarai morali untuki bersikapi dani berperilakui sesuaii dengani 

etikai profesii yangi telahi ditetapkan.i Etikai kedokterani merupakani prinsip-prinsipi 

etikai dalami duniai kedokterani yangi harusi dijadikani sebagaii pedomani perilakui 

mengaturi sikapi dani tindakani dokteri dalani menjalankani profesinya.i Etikai dani kodei 

etiki profesii medisi didasarkani padai beberapai prinsipi yaitui prinsipi beneficence/non-

maleficencei (memberii manfaat/dani tidaki memperburuki keadaan),i respecti fori thei 

autonomyi (menghormatii hak-haki pasien),i justicei (keadilan)i andi personali integrityi 

(integritasi pribadii tenagai medis).1 

 

Tujuani darii penyelenggaraani kesehatani sendirii telahi diaturi dalami Pasali 3i hurufi Hi 

Undang-Undangi i Kesehatan,i bahwai penyelenggaraani kesehatani bertujuani untuki 

memberikani perlindungani dani kepastiani hukumi bagii pasien,i sumberi dayai 

manusia,i dani masyarakat.i Hali inii bertujuani untuki memastikani bahwai hak-haki 

setiapi pihaki terlindungi,i kualitasi layanani terjamin,i dani hubungani hukumi yangi 

terjalini antarai tenagai medisi dan/ataui tenagai kesehatani dani pasieni berjalani dengani 

adil.i Makai ketikai tenagai medisi dani tenagai kesehatani memberikani tindakani medisi 

kepadai pasieni dii dalamnyai terjadii hubungani hukum.i Hubungani hukumi inii 

mewajibkani tenagai medisi dani tenagai kesehatani memberikani pelayanani kesehatani 

secarai bertanggungi jawab,i aman,i bermutu,i merata,i nondiskriminatif,i dani 

berkeadilani sesuaii dengani standari pelayanani kesehatan. 

 

Padai saati inii haki pasieni jugai terjamin,i padai Pasali 276i Undang-Undangi Kesehatani 

menyatakani bahwai pasieni mempunyaii haki untuki mendapatkani pelayanani 

kesehatani sesuaii dengani kebutuhani medis,i standari profesi,i dani pelayanani yangi 

bermutu.i Namuni dalami pemberiani pelayanani kesehatani olehi tenagai medisi dani 

tenagai kesehatani hubungani hukumi inii dapati memicui terjadinyai permasalan,i dani 

berdampaki padai ketidakpuasani pasieni dan/ataui keluarganya,i yangi menimbulkani 

malapetakai sepertii cacat,i lumpuh,i bahkani meninggali duniai dani hali inii berujungi 

                                                 
1  Budi Handoyo, 2020, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada 

Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana,  Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah,  Vol 12 

No 1, hal. 48. 
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padai gugatan.i Gugatani darii pasieni dan/ataui keluargai pasieni yangi mengalamii 

kerugiani disebabkani olehi kesalahani dani kelalaiani yangi dilakukani tenagai medisi 

secarai sengajai maupuni tidaki sengaja.2
i Dalami sengketai medis,i terdapati duai aspeki 

mendasar.i Pertama,i darii perspektifi pasieni ataui keluargai pasieni yangi mungkini 

memilikii pemahamani terbatasi mengenaii tindakani ataui proseduri medis,i yangi 

kadang-kadangi berpotensii menimbulkani risiko.i Kedua,i darii perspektifi dokteri yangi 

mungkini kurangi komunikatifi dani gagali memberikani penjelasani yangi memadaii 

tentangi penyakiti ataui tindakani medisi yangi dilakukan.i Pemahamani tentangi haki dani 

kewajibani masing-masingi pihaki dalami hubugani dokteri pasien,i sertai terjalinnyai 

komunikasii yangi baik,i tentui dapati mengurangii kemungkinani terjadinyai sengketa.3 

 

Tindakani medisi yangi dilakukani olehi dokteri selalui memilikii duai kemungkinan,i 

yaitui berhasili dani tidaki berhasil.i i Ketidakberhasilani dapati disebabkani olehi duai hal,i 

yaitui pertama,i karenai keadaani memaksai (overmacht)i dani kedua,i karenai dokteri 

melakukani tindakani medisi yangi tidaki sesuaii dengani standari profesii medis.4i Untuki 

itui suatui perlindungani hukumi dani kepastiani hukumi sangati pentingi dalami 

penyelenggaraani pelayanani kesehatan.i Karenai tidaki dapati dipungkirii bahwai 

kesalahani ataui kelalaiani dalami tindakani medis,i baiki yangi disebabkani olehi 

kesalahani manusiai (humani error)i maupuni keadaani taki terdugai (forcei majeure),i 

bisai terjadii dalami penyelenggaraani pelayanani kesehatan.i  

 

Kesalahani dani kelalaiani yangi terjadii selamai pemberiani pelayanani kesehatani 

kepadai pasieni bisai terjadii karenai beberapai faktori sepertii pelanggarani haki dani 

kewajibani tenagai medisi dani pasien,i kesalahani medisi sertai malpraktiki medis.i i 

Malpraktiki padai dasarnyai bukani hanyai merujuki padai bidangi medisi saja,i namuni 

jugai dapati dilakukani olehi profesii lain,i Namuni kerapi kalii kitai mendengari katai 

malpraktiki merujuki padai katai kedokteran.i Zaenii Asyhadie,i berpendapati bahwai 

malpraktiki merupakani tindakani ataui praktiki yangi buruk,i dengani katai laini bahwai 

                                                 
2 Julius Roland Lajar Dkk., 2020, Akibat Hukum malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga 

Medis, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No.1., hal 7-8. 
3 Gigih Sanjaya Putra, 2020, implikasi tanggungjawab hukum atas tindakan malpraktik yang 

dilakukan oleh tenaga medis di indonesia, Muhammadiyah Law Review, hal. 121. 
4 Riska Andi Fitriono dkk, 2016, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediai 

Panel, yustisia,Vol.5 No.1, hal. 88. 
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malpraktiki merupakani suatui kelalaiani darii parai pengembani profesii dalami 

menjalankani profesinya,i baiki dalami pelanggarani yangi disengaja,i pelanggarani 

hukum,i maupuni pelanggarani etika.5i  

 

Malpraktiki dii Indonesiai mulaii dikenali padai tahuni delapani puluhani dani mendapati 

sorotani yangi lebihi besari padai tahuni 2003. 6
i Selamai rentangi tahuni 2010-2015,i 

Persatuani Perawati Nasionali Indonesiai memperkirakani bahwai adai sekitari 485i 

kasusi malpraktiki yangi melibatkani perawati dan/ataui dokteri yangi terjadii dii 

Indonesia.i Tercatati 357i kasusi merupakani malpraktiki administratifi yangi dilakukani 

perawati dan/ataui dokeri yangi melakukani pelanggarani misalnyai menjalankani 

praktiki kedokterani tanpai adanyai lisensii ataui ijini praktek,i 82i kasusi terkaiti 

malpraktiki sipil,i dani 46i kasusi berkaitani dengani malpraktiki kriminali yangi 

melibatkani unsuri kelalaian. 7
i Padai tahuni 2020i menuruti datai yangi dilansiri olehi 

Kementeriani Kesehatani Indonesiai jumlahi kasusi malpraktiki dii rumahi sakiti lebihi 

darii 500i yangi dilaporkan.i Padai saati inii masyarakati menjadii kiani kritisi dani 

menyadarii kedudukannyai dalami memperolehi haknyai untuki mendapatkani 

pelayanani kesehatani yangi lebihi baiki dalami upayai penyembuhani penyakiti yangi 

merekai derita.i Dengani adanyai pengaturani hukumi setiapi tindakani malpraktiki yangi 

dilakukani olehi tenagai medisi yangi dapati menyebabkani kerugiani bagii pasieni ataui 

mengakibatkani cederai seriusi padai tubuhi pasieni dani melanggari peraturani hukumi 

yangi berlakui sertai melanggari kodei etiki kedokterani dapati menjamini haki pasien. 

 

Berdasarkani Pasali 310i Undang-Undangi Kesehatani menjelaskani apabilai tenagai 

medisi ataui tenagai kesehatani didugai melakukani kesalahani dalami menjalankani 

profesinyai yangi menyebabkani kerugiani kepadai pasien,i perselisihani yangi timbuli 

akibati kesalahani tersebuti diselesaikani terlebihi dahului melaluii alternatifi 

penyelesaiani sengketai dii luari pengadilan.i Alternatifi penyelesaiani sengketai dii luari 

                                                 
5 Yusuf Daeng dkk., 2023, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di 

Atas Tindakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan,  jurnal penelitian 

ilmu sosial, Vol 3 No 6, hal. 3. 
6  Muh Endriyo Susila, 2021, Malpraktik Medik Dan Pertanggungjawaban Hukumnya: 

Analisis Dan Evaluasi Konseptual, Jurnal hukum dan keadilan, Vol 6 No 1, hal. 47. 
7 Inge Dhamanti dkk, 2024, Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia, Jurnal 

Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol 13 No 02, hal. 102. 
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pengadilani menuruti Undang-Undangi No.i 30i Tahuni 1999i tentangi Arbitrasei dani 

Alternatifi Penyelesaiani Sengketai dilakukani dengani carai konsultasi,i negosiasi,i 

mediasi,i konsiliasi,i ataui penilaiani ahli.i Ketikai terjadii perselisihani antarai tenagai 

medisi dani pasieni ataui keluargai pasien,i dapati melakukani negosiasii terlebihi dahulu.i 

Prosesi inii dilakukani untuki mencarii solusii yangi dapati diterimai olehi keduai belahi 

pihaki secarai damai.i Apabilai negosiasii tidaki berhasil,i langkahi berikutnyai adalahi i 

mediasi,i yaitui prosesi penyelesaiani sengketai yangi melibatkani pihaki ketiga,i pihaki 

ketigai yangi dimaksudi bisai darii internali rumahi sakiti ataui darii pihaki lainnya. 

 

Ketikai upayai negosiasii dani mediasii tidaki berhasili korbani dapati melaporkani 

tindakani tersebuti kei Majelisi Kehormatani Disiplini Kedokterani (MKDKI)i yaitui 

lembagai otonomi dii bawahi Konsili Kedokterani Indonesiai (KKI)i yangi bertugasi 

memeriksa,i menentukani dani memberikani sanksii bagii tenagai medisi apakahi merekai 

bersalahi ataui melakukani kelalaiani dalami memberikani pelayanani kesehatan.i 

Adanyai Peraturani Pemerintahi Nomori 28i Tahuni 2024i tentangi Peraturani Pelaksanai 

Undang-Undangi Kesehatani Nomori 17i Tahuni 2023i tentangi Kesehatani namai 

MKDKIi dirubahi dengani i namai Majelisi Disiplini Profesii (MDP)i yangi dibentuki olehi 

Menterii Kesehatan.i Tugasi MDPi tidaki berbedai jauhi dengani tugasi MKDKIi yaitui 

menentukani apakahi adai pelanggarani tenagai medisi yangi dilakukani dalami 

pemenuhani layanani kesehatan.i Namun,i MKDKIi sendirii masihi akani menjalankani 

tugasnyai sebelumi MDPi beroperasionali secarai optimali mengingati MDPi barui resmii 

dilantiki padai 10i Oktoberi 2024,i dani peraturani mengenaii tatai kerjai MDPi jugai belumi 

dibuati secarai resmi. 

 

Barulahi pasieni dan/ataui keluarganyai yangi merasai dirugikani akibati kesalahani 

dan/ataui kelalaiani yangi dilakukani olehi tenagai medisi dani tenagai kesehatani bisai 

mengajukani gugatani secarai hukumi kei pengadilan.i Aspeki pertanggungjawabani 

hukumi akibati darii kesalahani medisi adai tigai yaitui secarai hukumi administrasi,i 

hukumi perdata,i dani hukumi pidana.i Pertanggungjawabani dalami hukumi admistrasii 

mengacui padai kesalahani pedomani ataui peraturani persyaratani dalami 

penyelenggaraani pelayanani kesehatan.i Secarai hukumi pidana,i terdapati unsuri 

kelalaiani ataui tindakani yangi disengajai yangi menyebabkani kerugiani seriusi bahkani 
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menyebabkani kematiani bagii pasien.i Dalami kasusi ini,i tenagai medisi dapati 

dikenakani sanksii pidanai sesuaii dengani ketentuani dalami Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Pidanai (KUHP).i Secarai hukumi perdatai tenagai medisi dani tenagai kesehatani 

yangi melakukani kelalaiani dani kesalahani padai saati pemenuhani pelayanani 

kesehatani dapati dimintakani pertanggungjawabani hukumi berdasarkani wanprestasii 

dani perbuatani melawani hukum.i Gugatani Perbuatani Melawani Hukumi (PMH)i 

dalami kasusi malpraktiki medisi dasari hukumi yangi digunakani Pasali 1365i KUHi 

Perdatai yangi dimanai adai unsur-unsuri yangi harusi dipenuhi. 

 

Salahi satui kasusi penyelesaiani sengketai medisi yangi diselesaikani secarai noni litigasii 

i i yaitui i kasusi yangi terjadii dii Rumahi Sakiti Umumi Daerahi Konawei (RSUDi Konawe)i 

i Sulawesii Tenggarai i dimanai salahi satui dokternyai yaitui dr.i Rafikai Mansyuri dii dugai 

melakukani kelalaiani sehingai seorangi bayii berisinisiali MZAi berumuri 23i harii 

mengalamii cacati kehilangani tulangi rawani padai hidungnya.i setelahi dilakukani 

pertemuani dani dilakukani kesepakatani i dalami pertemuani tersebuti keluargai pasieni 

memintai pertanggungjawabani pihaki Rumahi Sakiti dani pihaki rumahi sakiti berjanjii 

akani menanganii agari sii bayii benar-benari sembuh.8i  

 

Banyaki sekalii contohi kasusi malpraktiki yangi diselesaikani secarai litigasi.i Dalami 

penulisani inii akani digunakani 3i (tiga)i contohi kasusi perbuatani melawani hukumi 

dalami sengketai medisi yangi putusannyai diterimai olehi hakimi dani 3i (tiga)i kasusi 

yangi putusannyai ditolaki olehi hakim.i Diantaranyai kasusi pertama,i yaitui Putusani 

Nomori 3203i K/Pdti 2017i i yaitui perkarai malpraktiki operasii implani gigii yangi 

dialamii olehi Samati Ngadimini hinggai melakukani limai kalii operasi.i Dalami kasusi inii 

permohonani pengugati telahi dikabulkani dani terbuktii adanyai perbuatani melawani 

hukum.i  

 

Kasusi kedua,i adalahi kasusi malpraktiki wateri birthi yangi dialamii olehi Martinii Nazifi 

sebagaii korbani sekaligusi penggugati yangi dimanai dalami kasusi inii menyebabkani 

kematiani padai bayinya.i Putusani Nomori 321/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.i yaitui 

                                                 
8 Ma’ruf Akib, 2022, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis Non Litigasi Antara 

Pasien, Dokter dan Rumah Sakit Di Kabupaten Konawe, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.8 No.2, 

hal.300. 
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Martinii Nazifi melawani Rumahi Sakiti Asri,i Sammariei Familyi Healthcare,i dr.i Tatami 

Otamari Samsudin,i Sp.OG.,i dr.i Keumalai Pringgardini,i Sp.A.,i PT.i Rashali Siari 

Cakrai Medika,i PT.i Sammariei Purnafiati yangi dimanai dalami putusani inii Majelisi 

Hakimi menimbangi bahwai parai Tergugati terbuktii melakukani perbuatani melawani 

hukum. 

 

Kasusi ketigai adalahi kasusi malpraktiki Putusani Nomori 61/PDT/2018/PT.PBRi kasusi 

kelalaiani dalami menanganii urati kejepiti yangi dialamii olehi Novizari yangi 

menyebakani kerugiani bagii korbani untuki meminumi obati selamai masai hidupnya,i 

dimanai putusani hakimi menyatakani bahwai tergugat/terbandingi terbuktii melakukani 

perbuatani melawani hukum. 

 

Kasusi keempati adalahi kasusi malpraktiki Putusani Nomori 11/Pdt.G/2019/PNi Sgti 

kasusi Riai Yantii R.M.i yangi mengajukani gugatani karenai anakanyai menjadii korbani 

malpraktiki medisi hinggai menyebabkani Muh.i Ezai Syahputrai anaknyai yangi 

berumuri delapani bulani mengalamii butai padai keduai matanya.i Hakimi dalami 

mengadilii kasusi inii mempertimbangkani bahwai unsuri perbuatani melawani 

hukumnyai tidaki terpenuhi. 

 

Kasusi kelimai adalahi kasusi malpraktiki dengani Putusani Nomori 120/Pdt.G/2019/PNi 

Ckri dengani penggugati Taufiki Hidayati melawani dr.i Aldicoi Juniantoi Sapardani 

Sp.OT.,i Rumahi Sakiti Umumi Daerahi Bekasi,i Rumahi Sakiti Pusati Angkatani Darati 

Gatoti Subroto,i Rumahi Sakiti Polrii Sukanto,i Rumahi Sakiti Karyai Medikai II,i Rumahi 

Sakiti Ciptoi Mangunkusumo.i Hakimi memutusi perkarai inii bahwai unsuri perbuatani 

melawani hukumnyai tidaki terpenuhi. 

 

Kasusi keenami adalahi kasusi malpraktiki dengani putusani nomori 22/PDT/2020/PTi 

PTKi penggugatnyai Amrii Bini Thalibi sebagaii Penggugati melawani Yayasani Dharmai 

Insani Rumahi Sakiti Umumi St.i Antoniusi dani Rumahi Sakiti Umumi St.i Antoniusi 

dalami kasusi inii anaki penggugati Almarhumi Rahimani Bini Amriyangi dinyatakani 

meninggali setelahi didugai adanyai kelalaiani dalami melakukani operasi.i Hakimi 

memutusi perkarai inii bahwai unsuri perbuatani melawani hukumnyai tidaki terpenuhi. 
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Berdasarkani hali inii mendorongi penulisi untuki melakukani penelitiani dalami 

prespektifi hukumi perdatai tentangi PMHi padai kasusi malpraktiki medisi yangi 

memenuhii unsur-unsuri ketentuani dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata.i 

Putusan-putusani diatasi telahi memilikii kekutani hukumi yangi tetapi ataui yangi sudahi 

berkekuatani hukum.i Namun,i meskipuni kepastiani hukumi putusani keenami kasusi 

tersebuti tidaki dapati diubahi lagi,i dani sudahi selesai,i tetapii darii suduti kajiani ilmiahi 

hukum/akademisii hukum,i kasusi tersebuti masihi bisai dibicarakani ataui 

diperdebatkani dani darii keenami kasusi tersebuti penulisi akani mengkajii bagaimanai 

perbuatani melawani hukumi diterapkani dalami gugatani malpraktiki medisi sertai 

bagaimanai bentuki gantii rugii dalami kasusi malpraktiki tersebut. 

 

1.2 Rumusani Masalah 

 

Berdasarkani latari belakangi yangi telahi dijelaskan,i penulisi dapati merumuskani 

beberapai pokoki permasalahani yangi akani menjadii landasani dalami penelitiani inii 

adalahi sebagaii berikut: 

a. Bagaimanai penerapani unsuri perbuatani melawani hukumi dalami malpraktiki 

medis? 

b. Bagaimanakahi bentuki tanggungi gugati perbuatani melawani hukumi akibati darii 

malpraktiki medis? 

 

1.3 Ruangi Lingkupi Penelitian 

 

Ruangi lingkupi dalami penelitiani inii berfokusi padai hukumi perdatai khususnyai 

bidangi hukumi kesehatani dani mengkajii penerapani unsuri perbuatani melawani 

hukumi dalami kasusi malpraktiki medisi berdasarkani Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdatai dani tanggungi gugati akibati darii malpraktiki medis. 

 

1.4 Tujuani Penelitian 

 

a. Menjelaskan,i menganalisis,i sertai mendeskripsikani bagaimanakahi penerapani 

perbuatani melawani hukumi dalami malpraktiki medis. 
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b. Menganalisi dani mendeskripsikani secarai mendalami bentuki tanggungi gugati 

perbuatani melawani hukumi akibati darii malpraktiki medis. 

 

1.5 Manfaati Penelitian 

 

Penulisani penelitiani inii dapati memberikani manfaati darii segii teoritisi dani jugai segii 

praktis,i antarai laini sebagaii berikut: 

a. Segii Teoritis 

Secarai teoritisi hasili penelitiani inii nantinyai diharapkani dapati memberikani 

kajiani ataui pemikirani secarai yuridis,i filosofis,i dani sosiologisi terhadapi 

perkembangani ilmui hukumi perdatai yangi berhubungani dengani perbuatani 

melawani hukumi khususnyai dalami kasusi malpraktiki medisi sertai dapati 

memperkayai literaturi hukumi perdatai tentangi konsepi malpraktiki medisi dani 

menyumbangkani pengetahuani barui dalami bidangi tersebut. 

b. Segii Praktis 

Secarai praktisi hasili penelitiani inii diharapkani dapati digunakani sebagaii bahani 

bacaani dani sumberi informasii bagii yangi membutuhkani sepertii mahasiswa,i 

doseni maupuni masyarakati sertai dapati dipergunakani sebagaii bahani penelitiani 

lanjutani mengenaii isui dani topiki perbuatani melawani hukum,i khususnyai untuki 

mahasiwai Hukumi Perdatai Fakultasi Hukumi Universitasi Lampung.  
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II.i i TINJAUANi PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauani Umumi tentangi Malpraktik 

 

2.1.1 Pelayanani Kesehatan 

 

Pelayanani kesehatani merupakani sebuahi sistemi yangi terdirii darii berbagaii 

komponeni yangi bekerjai samai untuki meningkatkani derajati kesehatani masyarakat.i 

Sistemi pelayanani kesehatani adalahi suatui strukturi konseptuali yangi terdirii darii 

fungsi-fungsii yangi bekerjai sebagaii uniti organiki untuki mencapaii keluarani yangi 

diinginkani secarai efektifi dani efisien.9
i Menuruti UUi No.i 17i Tahuni 2023i tentangi 

Kesehatan,i pelayananani kesehatani adalahi segalai bentuki kegiatani dan/ataui 

serangkaiani pelayanani yangi diberikani secarai langsungi kepadai perseorangani ataui 

masyarakati untuki memeliharai dani meningkatkani derajati kesehatani masyarakati 

dalami bentuki promotif,i preventif,i kuratif,i rehabilitatif,i dan/ataui paliatif. 

 

Untuki meningkatkani pelayanani kesehatani tentunyai dibutuhkani berbagaii 

pengelolaani berbagaii sumberi daya,i baiki darii pemerintahi maupuni masyarakati 

sehinggai nantinyai dapati terciptai pelayanani kesehatani yangi efisien,i bermutui dani 

terjangkau.i Olehi karenai itui diperlukannyai sebuahi rekami medisi untuki 

memanajemeni informasii kesehatani yangi berkualitasi dani berintegritas.i Pengertiani 

rekami medisi berdasarkani Undang-Undangi Kesehatani merupakani i dokumeni yangi 

berisikani datai identitasi pasien,i pemeriksaan,i pengobatan,i tindakan,i dani pelayanani 

laini yangi telahi diberikani kepadai pasieni yangi dibuati dengani sistemi elektroniki yangi 

                                                 
9 Mei Rosenta Br. Purba, 2020, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Saribudolok Kabupaten 

Simalungun, hal. 13. 
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diperuntukani penyelenggaraani rekami medis.i Pengaturani rekami medisi sendirii 

bertujuani untuki : 

a. Meningkatkani mutui pelayanani kesehatan. 

b. Memberikani kepastiani hukumi dalami penyelenggaraani dani pengelolaaani 

rekami medis. 

c. Menjamini keamanan,i kerahasiaan,i keutuhan,i dani ketersediaani datai rekami 

medis. 

d. Mewujudkani penyelenggaraani dani pengelolaani rekami medisi yangi berbasisi 

digitali dani terintegritas. 

 

Untuki terhindarkani darii kejadiani malpraktiki makai dokteri harusi menjalankani 

profesinyai sesuaii dengani standari profesii kedokteran,i standari profesii kedokterani 

adalahi batasani kemampuani minimali berupai pengetahuan,i keterampilan,i dani 

perilakui profesionali yangi harusi dikuasaii dani dimilikii olehi seorangi individui untuki 

dapati melakukani kegiatani profesionalnyai padai masyarakati secarai mandirii yangi 

dibuati olehi organisasii profesii bidangi kesehatan.i dii dalami kaitanannyai malpraktiki 

dengani standari profesii adai beberapai unsuri mengenaii standari profesi,i yaitui sebagaii 

berikut:10 

(1) Berbuati secarai telitii ataui seksama 

Seorangi dokteri diharapkani melakukani tindakani pengobatani dengani telitii dani 

seksama,i tanpai kelalaiani ataui kecerobohan. 

(2) Sesuaii standari medik 

Setiapi tindakani medisi yangi dilakukani harusi sesuaii dengani standari medisi yangi 

berlaku,i yangi diantaranyai mencakupi prosedur,i protokol,i dani praktiki terbaiki 

dalami bidangi kedokteran. 

(3) Kemampuani rata-ratai dibandingi kategorii keahliani yangi sama 

Seorangi dokteri harusi memilikii kemampuan,i keterampilami dani pengetahuani 

yangi berdasarkani rata-ratai parai dokteri dalami kategorii keahliani yangi sama. 

 

 

                                                 
10 Nadia Shafira, 2023, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan 

Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik, hal. 30. 
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(4) Situasii dani kondisii yangi sama 

Ketikai dokteri melakukani tindakani pengobatani situasii dani kondisinyai harusi 

samai dengani situasii dani kondisii yangi digunakani sebagaii standari medis. 

(5) Saranai upayai yangi sebandingi ataui profesional 

Dokteri harusi memastikani bahwai tindakani medisi yangi dilakukani seimbangi dani 

proporsional. 

(6) Dengani tujuani konkriti tindakani ataui perbuatani mediki  

Setiapi tindakani medisi harusi memilikii tujuani medisi yangi jelasi dani konkrit,i 

yaitui meningkatkani kondisii ataui kesehatani pasien. 

 

Keenami unsuri inii memberikani pengertiani yangi pentingi bagii parai praktiki medisi 

yangi etisi dani bertanggungjwab,i sertai membantui memastikani bahwai dokteri 

menjalankani tugasi merekai dengani standari yangi tinggii dani sesuaii dengani prinsip-

prinsipi kedokterani yangi berlaku. 

 

2.1.2 Pengertiani Malpraktik 

 

Istilahi malpraktiki secarai etimologii berasali darii katai “mal”i yangi berartii buruki dani 

katai “praktik”i yangi berartii tindakan.i Secarai terminologii mapraktiki berartii suatui 

tindakani ataui praktiki yangi buruk,i dengani katai laini adalahi suatui kelalaiani (praktiki 

yangi buruk)i darii parai profesii dalami menjalankani profesinya.11
i Istilahi malpraktiki 

dalami hukumi kedoterani merujuki padai praktiki kedokterani yangi buruki ataui 

melakukani tindakani mediki yangi salah. 

 

Padai peraturani perundang-undangani yangi berlakui saati inii pengertiani malpraktiki 

tidaki ditemukan.i Namuni pengertiani malpraktiki ditemukani dalami Pasali 11i ayati (1)i 

hurufi bi Undangi Undangi Nomori 6i Tahuni 1963i tentangi Tenagai Kesehatani yangi 

telahi dihapusi olehi Undangi Undangi Nomori 23i Tahuni 1992i tentangi Kesehatan.i yangi 

bunyinyai melakukani sesuatui hali yangi seharusnyai tidaki bolehi diperbuati olehi 

seorangi tenagai kesehatan,i baiki mengingati sumpahi jabatannyai maupuni mengingati 

sumpahi sebagaii tenagai kesehatan. 

                                                 
11 Zaeni Asyhadie, 2018, 'Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia',  Rajawali Pers, 

Depok, hal. 112. 
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Secarai luasi artii malpraktiki dibagii menjadii duai yaitui secarai umumi dani secarai 

khusus,i dalami artiani umumi malpraktiki merupakani suatui praktiki dokteri yangi 

buruk,i yangi tidaki memenuhii standari yangi telahi ditentukani olehi profesii kedokteran.i 

i Dalami artiani khususi malpraktiki dalami penyelenggaraani praktiki kedokterani dapati 

terjadii dalami hal:12 

a. Kesalahani menentukani diagnosis,i contohi diagnosisnyai maagi namuni penyakiti 

pasieni yangi sebenarnyai adalahi liver. 

b. Menjalankani operasi,i misalnyai operasii yangi dilakukani operasii otaki namuni 

dokteri mengoperasii kepalai padai sisii yangi keliru. 

c. Selamai menjalankani perawatan 

d. Sesudahi melakukani perawatani dalami jangkai waktui tertentu. 

 

Dalami Coughlin’si Dictionaryi ofi Law,i mendefinisikani malpraktiki sebagaii berikuti :i 

“malpractivei isi professionali misconducti oni thei parti ofi ai professionali person,i suchi 

ai physician,i dentist,i veterinarian.i Malpractivei mayi bei thei resulti ofi ignorance,i 

neglecti ori lacki ofi skilli ofi fidelity,i ini thei perfomancei ofi proffessionali duties,i 

internationali wrongdoing,i ori ilegali ori unethicali practice.”i  

(malpraktiki adalahi perilakui tidaki profesionali yangi dilakukani olehi seorangi 

profesional,i sepertii dokter,i dokteri gigi,i ataui dokteri hewan.i Malpraktiki dapati 

menjadii hasili darii ketidaktahuan,i kelalaian,i ataui kurangnyai keterampilani ataui 

kesetiaan,i dalami menjalankani tugasi profesional,i tindakani salahi yangi disengajai 

ataui praktiki ilegali yangi tidaki sesuaii dengani etika)13 

 

Muniri Fuady,i mengartikani malpraktiki yaitui setiapi tindakani medisi yangi dilakukani 

olehi dokteri ataui orang-orangi dibawahi pengawasannyai ataui penyediai jasai 

kesehatani yangi dilakukani terhadapi pasiennya,i baiki dalami hali diagnosis,i terapeutiki 

dani manajemeni penyakiti yangi dilakukani secarai melanggari hukum,i kepatutan,i 

kesusilaani dani prinsip-prinsipi profesionali baiki dilakukani dengani sengajai ataui 

karenai kurangi kehati-hatiani yangi menyebabkani salahi tindaki rasai sakit,i luka,i cacat,i 

kerusakani tubuh,i kematiani dani kerugiani lainnyai yangi menyebabkani dokteri ataui 

                                                 
12  Ibid. hal. 113  
13 Andrew Jeklin dkk., 2016, Malpraktek, Correspondencias & Análisis, hal. 5. 
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perawati harusi bertanggungjawabi baiki secarai administratif,i perdatai maupuni 

pidana.14 

 

Menuruti Zaenii Asyhadie,i dalami bukunyai tentangi Aspek-Aspeki Hukumi Kesehatani 

dii Indonesiai menariki kesimpulani bahwai malpraktiki medisi merupakani kelalaiani 

seorangi dokteri untuki mempergunakani tingkati keterampilani dani ilmui pengetahuani 

yangi lazimi dipergunakani dalami mengobatii pasieni ataui orangi yangi terlukai dengani 

carai yangi tidaki sesuaii menuruti ukurani dii lingkungani dani situasii yangi sama. 

 

Sutani Remyi Sjahdeinii jugai merumuskani bahwai malpraktiki kesehatani adalahi 

perilakui tenagai medis,i tenagai kesehatan,i dan/ataui fasilitasi pelayanani kesehatani 

berupai melakukani pelayanani kesehatani yangi karenai kesengajaani ataui 

kelalaiaannyai dilakukani tidaki sesuaii dengani langkah-langkahi yangi ditentukani 

dalami standari proseduri operasionali medisi yangi berlakui bagii jenisi pelayanani 

kesehatani kepadai pasieni ataui membiarkani pasieni tidaki mendapatkani pelayanani 

kesehatani apapuni untuki memulihkani kesehatannyai yangi merupakani kewajibani 

tenagai medis,i tenagai kesehatan,i dan/ataui fasilitasi pelayanani kesehatani yangi secarai 

langsungi perilakui tersebuti telahi mengakibatkani pasieni mengalamii cederai ataui 

kematian.15 

 

Soedjatmikoi membedakani malpraktiki yuridisi menjadii tigai bentuk,i yaitui 

malpraktiki perdatai (civili malpractice),i malpraktiki pidanai (criminali malpractice),i 

dani malpraktiki administratifi (administrativei malpractice).i  

1. Malpraktiki Perdatai (civili malpractice) 

Malpraktiki perdatai terjadii ketikai adai hal-hali yangi menyebabkani ketidaki 

terpenuhinyai isii perjanjiani (wanprestasi),i didalami transaksii terapeutiki olehi 

tenagai kesehatan,i ataui terjadinyai perbuatani melawani hukumi (onrechmatigei 

daad),i sehinggai menimbulkani kerugiani bagii pasien. 

 

                                                 
14 Bambang Heryanto, 2010, Physician Malpractice in Legal Perspective, Jurnal Dinamika 

Hukum, hal. 185. 
15 Sutan Sjahdeini Remy, 2020, 'Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktik Tenaga 

Medis', PT Penerbit IPB Press, Bogor, hal. 55. 
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2. Malpraktiki Pidanai (criminali malpractice) 

Malpraktiki pidanai biasanyai terjadii ketikai adai tindakani medisi yangi dilakukani 

dengani tujuani jahati ataui kelalaiani yangi sangati seriusi sehinggai dianggapi 

sebagaii tindakani kriminal.i misalnyai jikai dokteri dengani sengajai ataui secarai 

seriusi kelirui diagnosisi ataui pengobatani yangi menyebabkani kematiani ataui 

cacati pasien.i dalami kasusi sepertii inii dokteri dapati dituntuti secarai pidanai sesuaii 

dengani undangi undangi pidana. 

3. Malpraktiki Administratifi (administrativei malpractice) 

Malpraktiki administratifi timbuli ketikai dokteri melanggari ketentuani hukumi 

administratifi yangi mengaturi praktiki medis.i Inii terjadii jikai dokteri tidaki 

mematuhii peraturani ataui proseduri yangi ditetapkani olehi pemerintahi ataui 

lembagai administratifi yangi bertanggungi jawabi atasi kesehatani dani praktiki 

medis. 

 

Berdasarkani pengertian-pengertiani tadi,i dapati diuraikani bahwai Malpraktiki 

merupakani kelalaiani yangi terjadii yangi mengakibatkani kerugiani bagii tubuh,i 

kesehatani fisik,i mentali dan/ataui nyawai pasien,i sehinggai membentuki 

pertanggungjawabani hukumi bagii dokter. 

 

2.1.3 Jenis-Jenisi Malpraktik 

 

Darii beberapai literaturi yangi dikemukakani bahwai jenisi malpraktiki terbagii menjadii 

duai yaitui malpraktiki mediki murnii dani malpraktiki etik.i Untuki malpraktiki mediki 

murnii (criminali malpractice)i yaknii melakukani pembedahani dengani niati 

membunuhi pasiennyai ataui adanyai dokteri yangi sengajai melakukani pembedahani 

padai pasiennyai tanpai indikasii medik,i yangi sebenarnyai tidaki perlui dilakukan,i jadii 

dilakukani untuki kepentingani pribadi.i Malpraktiki mediki murnii sendirii sebenarnyai 

jarangi dijumpai.i 
16

i Malpraktiki etiki yaknii jikai dokteri melakukani tindakani yangi 

bertentangani dengani etiki kedokteran,i sepertii memaksai pasieni untuki menerimai 

perawatani tertentui meskipuni hali tersebuti dianggapi baiki olehi dokter,i namuni karenai 

                                                 
16 Zaeni Asyhadie, op. cit. hal. 116. 
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dokteri tidaki pernahi memberikani informasii yangi jelasi mengenaii tindakani yangi 

akani dilakukani sampaii pasieni memberikani persetujuani (informedi consent).i  

 

Etikai kedokterani memilikii duai sisii yangi salingi terkaiti dani mempengaruhii satui 

samai lain,i yaitui etikai jabatani (medicali ethics)i dani etikai asuhani (ethicsi ofi medicali 

care).17
i Etikai jabatani (medicali ethics)i inii berkaitani dengani sikapi dokteri terhadapi 

berbagaii pihaki sepertii sikapi parai dokteri terhadapi sesamai dokter,i sikapi dokteri 

terhadapi pembantunyai dani sikapi dokteri terhadapi masyarakat.i Etikai asuhani (ethicsi 

ofi medicali care)i inii mencakupi perilakui dani tindakani dokteri dalami praktiki sehari-

harii terhdapi pasieni yangi tanggungi jawabnya.i Inii termasuki bagaimanai dokteri 

berinteraksii dengani pasien,i memberikani perawatan,i dani memperlakukani pasieni 

secarai etis. 

 

Pelanggarani terhadapi Kodei Etiki Kedokterani bisai termasuki dalami pelanggarani etiki 

semata-matai yaknii pelanggarani terhadapi prinsip-prinsipi etikai kedokterani tanpai 

melibatkani pelanggarani hukum.i Pelanggarani etiki dani hukumi yaknii pelanggarani 

yangi melanggari prinsip-prinsipi etikai kedokterani maupuni hukumi yangi berlaku,i 

dikenali sebagaii pelanggarani etikolegal.i Inii bisai berdampaki padai sanksii etiki dani 

hukumi bagii dokteri yangi bersangkutan.i Lebihi lanjuti berikuti adalahi beberapai bentuki 

pelanggarani kodei etiki kedokteran: 

 

a. Pelanggarani Etiki Murni 

1) Menariki imbalani yangi tidaki wajari ataui menerimai imbalani jasai darii 

keluargai sejawati dokteri dani dokteri gigi. 

2) Mengambili alihi pasieni tanpai persetujuani sejawatnyai (melanggari Pasali 16i 

Kodei Etiki Kedokteran) 

3) Memujii dirii sendirii dii depani pasieni (melanggari Pasali 4i hurufi ai Kodei Etiki 

Kedokteran) 

4) Mengabaikani kesehatani pribadii dokteri (pelanggarani Pasali 17i Kodei Etiki 

Kedokteran) 

                                                 
17 Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting, 2016, Penegakan Hukum 

Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Jurnal Hukum, hal. 89. 
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b. Pelanggarani Etikolegal 

1) Memberikani pelayanani dokteri dii bawahi standari  

2) Melakukani praktiki kedokterani tanpai Surati Tandai Registrasii (STR)i dani 

Surati Izini Praktiki (SIP)i  

3) Melakukani abortusi provokatusi (melanggari Pasali 428-429i Undang-Undangi 

No.17i Tahuni 2023i tentangi Kesehatan) 

4) Memperjualbelikani darahi manusiai dengani alasani apapuni (melanggari Pasali 

431i Undang-Undangi Kesehatan) 

5) Melakukani praktiki kefarmasiani tidaki sesuaii dengani undang-undangi 

(melanggari pasali 436i Undang-Undangi Kesehatan) 

 

darii segii “siapai yangi melakukani malpraktiki kesehatan”,i pelakui malpraktiki 

kesehatani terdirii darii tigai macami yaitui :18 

a. Malpraktiki kesehatani yangi dilakukani olehi tenagai medis,i yaitui yangi disebuti 

dengani malpraktiki tenagai medis. 

b. Malpraktiki kesehatani yangi dilakukani olehi tenagai kesehatan,i yaitui yangi 

disebuti dengani malpraktiki tenagai kesehatan. 

c. Malpraktiki kesehatani yangi dilakukani olehi fasilitasi pelayanani kesehatan,i 

yaitui yangi disebuti malpraktiki fasilitasi pelayanani kesehatan. 

 

Moh.i Hatta,i merumuskani beberapai kategorii malpraktik,i yaitui : 

a. Malpraktiki kriminal,i merujuki padai tindakani medisi yangi dilakukani dengani 

tujuani jahati ataui sengajai merugikani pasieni secarai fisiki ataui menyebabkani 

kematian.i Kesalahani disinii berkaitani dengani Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Pidana. 

b. Malpraktiki sipil,i inii berkaitani dengani tindakani medisi atasi kelalaiani dalami 

meberikani standari perawatani yangi memadaii kepadai pasien,i hali tersebuti 

mengakibatani cederai ataui kerugiani bagii pasien.i Malpraktiki inii merujuki 

padai malpraktiki perdatai yangi berkaitani dengani kontraki terapeutiki antarai 

dokteri dengani pasien,i dii manai dokteri bersediai memberikani pelayanani 

                                                 
18 Sjahdeini Remy,op.cit. p. 57. 
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mediki i yangi memadaii dani pasieni berkewajibani melakukani kontrai prestasii 

tertentu.i  

c. Malpraktiki etik,i merujuki padai pelanggarani terhadapi kodei etiki ataui standari 

morali dalami praktiki medis. 

d. Malpraktiki medis,i yaitui kelalaiani ataui kelalaiani dalami praktiki medisi yangi 

terjadii dani mengakibatkani cederai ataui kerugiani bagii pasien.i Malpraktiki 

medisi sendirii terjadii apabilai :19 

1) Kewajibani untuki menggunakani kehati-hatiani (Dutyi toi usei care)i ;i tidaki 

adai kelalaiani jikai dokteri adai kewajibani untuki mengobati,i harusi adai 

hubungani hukumi tersebuti makai sikapi dokteri harusi sesuaii dengani 

standari profesi.i Jikai dokteri telahi menerimai tugasi untuki merawati pasien,i 

makai merekai memilikii kewajibani hukumi untuki bertindaki dengani hati-

hatii sesuaii dengani standari yangi diharapkani darii seorangi profesionali 

medis. 

2) Pelanggarani kewajibani (Derelictioni (breachi ofi duty)i ;i apabilai sudahi 

adai kesepakata,i sudahi adai kewajibani dokteri harusi bertindaki dengani 

standari profesi,i jikai terjadii penyimpangani makai dokteri dapati 

dipersalahkani secarai hukumi jikai terbutii bahwai merekai telahi melanggari 

kewajibani merekai dalami memberikani perawatani medisi kepadai pasien. 

3) Kerugiani (Damage)i ;i akibati darii kelalaiani dokter,i pasieni mengalamii 

luka,i cedera,i kerugiani ataui gangguani mentali yangi berati (mentali anguis)i 

yangi ditimbulkani akibati darii kelalaiani dokter,i makai dokteri dapati 

dipersalahkani secarai hukum. 

4) Kausalitasi langsungi (Directi causationi (proximatei causes))i ;i untuki 

mempersalahkani secarai yuridisi dani menetapkani pertanggungjawabani 

harusi adai hubungani kausalitasi yangi wajari antarai perbuatani ataui 

kelalaiani dokteri dengani akibati yangi dideritai olehi pasien.i Inii berartii 

bahwai kerugiani yangi dideritai olehi pasieni harusi secarai langsungi 

disebabkani olehi tindakani ataui kelalaiani dokter,i dani bukani olehi faktor-

faktori laini yangi tidaki berkaitan. 

 

                                                 
19 Zaeni, Op. Cit. hal. 118 
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2.1.4 Teori-Teorii Malpraktik 

 

Teorii malpraktiki adalahi teorii yangi menjelaskani tentangi kelalaiani ataui kesalahani 

dalami menjalankani profesii yangi timbuli sebagaii akibati adanyai kewajiban-

kewajibani yangi harusi dilakukan.i Darii beberapai pengertiani dani jenis-jenisi adai tigai 

penyebabi terjadinyai teorii malpraktiki yaitui sebagaii berikut: 

1. Teorii Pelanggarani Kontrak 

Teorii pertamai yangi menyatakani bahwai sumberi malpraktiki adalahi akibati 

terjadinyai pelanggarani kontrak,i teorii inii berpandangani bahwai secarai hukum,i 

tenagai medisi ataui dokteri tidaki berkewajibani merawati seseorangi bilai 

diantaranyai tidaki adai kontraki (perjanjiani terapeutik).i Jadii hubungani dokteri 

dani pasieni terjadii apabilai sudahi adai perjanjian.i Artinyai bilai seseorangi datangi 

kepadai dokteri untuki berobati berartii pasieni secarai tidaki langsungi telahi 

menawarkani kontrak,i dani jikai dokteri menyatakani agari pasieni menghubungii 

yangi lebihi ahlii ataui merujuki kepadai dokteri ahlii secarai tidaki langsungi dokteri 

telahi menolaki tawarani kontraki tersebut.i Dengani katai lain,i jikai seorangi dokteri 

melakukani pemeriksaani dani tindakani untuki menanganii pasieni artinyai kontraki 

telahi terjadi,i namuni apabilai dokteri selanjutnyai dalami menjalankani praktiknyai 

melakukani tindakani yangi dilarangi dalami perjanjian,i sepertii memberikani obati 

yangi sebelumnyai dinyatakani tidaki bolehi diberikani karenai alergii pasieni artinyai 

telahi terjadii pelanggarani kontrak.i Selanjutnyai apabilai pasieni tidaki dapati 

melakukani kontraki ataui dalami kutipi pasieni tidaki sadari makai persetujuani ataui 

kontraki dapati dimintai darii pihaki ketiga. 

2. Teorii Perbuatani Yangi Disengaja 

Teorii keduai inii mengemukakani bahwai perbuatani yangi dilakukani disengajai 

olehi dokteri (intentionali tort),i yangi mengakibatkani pasieni secarai fisiki 

mengalamii cederai (assulti andi battery). 20
i kasusi malpraktiki menuruti teorii 

perbuatani yangi disengajai inii sangati jarangi terjadii karenai padai dasarnyai bisai 

digolongkani sebagaii tindaki pidana. 

 

 

                                                 
20 Syarief Agung Karuniawan, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek 

Yang Dilakukan Oleh Bidan, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, hal. 22–23. 
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3. Teorii Kelalaiani  

Teorii yangi selanjutnyai adalahi teorii kelalaiani dalami teorii inii penyebabi darii 

malpraktiki adalahi kelalaiani (negligence).i Untuki menetapkani teorii inii harusi 

dapati dibuktikani adanyai sebuahi kelalaini yangi dilakukani olehi tenagai medisi 

padai saati menjalankani praktiknya,i selaini itui kelalaiani yangi terjadii harusi 

dikategorikani sebagaii kelalaiani berati (culpai lata). 

 

Teorii pembelaani malpraktiki adalahi pendekatani darii suduti pandangi dokter.i 

Menuruti Zaenii Asyhadiei adai 4i aspeki dalami teorii pembelaani malpraktik,i yaitui 

sebagaii berikut: 

1. Teorii ketersediaani pasieni untuki menerimai risiko 

Dimanai pasieni secarai sadari menyetujuii risikoi yangi terkaiti dani 

menandatanganii perjanjiani dengani prosesi perawatani setelahi diberikani 

informasii lengkapi tentangi kondisii penyakitnyai dani tindakani medisi yangi akani 

dilakukani untuki mengurangii penderitaannyai (informedi consent).i  

2. Pasieni ikuti sertai dalami melakukani kelalaian 

Dalami situasii ini,i dokteri ataui tenagai medisi dapati membelai dirii dengani 

mengatakani bahwai pasieni tidaki mematuhii semuai nasihati yangi diberikani 

pasca-tindakani medis.i Sebagaii contoh,i setelahi operasi,i pasieni diinstrusikani 

untuki tidaki melakukani gerakani yangi berlebihani agari tidaki menimbulkani efeki 

samping. 

3. Adanyai perjanjiani untuki membebaskani dirii darii kesalahan 

Misalnyai dalami kontraki operasi,i pasieni mungkini menyetujuii untuki tidaki 

menuntuti secarai hukumi jikai terjadii kegagalani operasi.i Hali inii memberikani 

perlindungani hukumi bagii pihaki medis,i asalkani tindakani merekai dilakukani 

dengani itikadi baiki dani sesuaii dengani standari medisi yangi berlaku. 

4. Adanyai aturani Goodi Samaritan 

Dalami konsepi teorii inii seorangi dokteri memberikani pertolongani gawati darurati 

dengani niati yangi murnii demii kemanusiaan.i Dalami situasii ini,i dokteri dapati 

membelai dirii dengani mengatakani bahwai tindakani medisi tersebuti harusi 

dilakukani segerai karenai penundaani bisai mengakibatkani kematiani pasien. 
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5. Pembebasani atasi tuntutan 

Dimanai keduai belahi pihaki mengindikasikani bahwai sepakati untuki 

menyelesaikani sengketai secarai damai. 

 

2.1.5 Lembagai Kesehatani Indonesia 

 

Lembagai penyelesaiani Etikai Kedokterani Indonesiai diadakani sebagai layanani untuki 

mengaturi pedomani Kodei Etiki Kedokterani Indonesiai (KODEKI).i Lembagai yangi 

memilikii kewenangani untuki menyelesaikani masalahi etikai kedokterani adalahi 

Majelisi Kehormatani Etiki Kedokterani (MKEK)i dani Panitiani Pertimbangani dani 

Pembinaani Etikai Kedokterani (P3EK). 

1. Majelisi Kehormatani Etiki Kedokterani (MKEK) 

Kedudukani MKEKi didalami organisasii Ikatani Dokteri Indonesiai memilikii 

kedudukani yangi tinggi.i Berdasarkani Anggarani Dasar/Anggarani Rumahi 

Tanggai (ADART)i Ikatani Dokteri Indonesiai majelisi MKEKi adalahi salahi satui 

unsuri pimpinani dii tingkati pusati bersifati otonomi yangi berperani dani 

bertanggungjawabi dalami mengaturi kegiatani internali organisasii dalami bidangi 

etikai kedokteran.i Majelisi inii memilikii wewenangi untuki melakukani tugasi 

bimbingan,i pengawasani dani penilaiani pelaksanaani etikai kedokteran.21 

2. Majelisi Kehormatani Disiplini Kedokterani Indonesiai (MKDKI) 

Majelisi Kehormatani Disiplini Kedokterani Indonesiai (MKDKI)i adalahi majelisi 

yangi beradai dibawahi naungani Konsili Kedokterani Indonesia.i Pasali 55i Undang-

Undangi Nomori 29i Tahuni 2004i tentangi Praktiki Kedokterani Indonesiai yangi 

dicabuti dengani Undang-Undangi Nomori 17i Tahuni 2023i tentangi Kesehatani 

menjelaskani bahwai MKDKIi adalahi lembagai yangi berwenangi untuki 

menentukani adai tidaknyai kesalahani yangi dilakukani dokteri dani dokteri gigii 

dalami peerapani disiplini ilmui kedokterani dani kedokterani gigi,i dani menetapkani 

sanksi. 

3. Panitiai Pertimbangani dani Pembinaani Etikai Kedokterani (P3EK) 

Lembagai inii merupakani badani ekstrai strukturali yangi diadakani olehi Menterii i 

Kesehatani padai tahuni 1960,i yangi padai awalnyai diberii namai Dewai Pelindungi 

                                                 
21 Gunawan, 1992, ‘Memahami Etika Kedokteran’, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal 66. 
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Susilai Kedokteran.i Berdasarkani Permenkesi RIi No.554/Men.Kes/xii/1982,i 

secarai tegasi i diberii wewenangi untuki memanggil,i memeriksa,i dani memutuskani 

salahi ataukahi tidaki seorangi dokteri yangi melanggari etika.i P3EKi dibagii 

menjadii P3EKi Pusati P3EKi Provinsii dani Tatacarai penanganani pelanggarani 

etikai sertai pencatatani dani pelaporan. 

4. Majelisi Disiplini Kedokterani (MDP) 

Majelisi inii merupakani lembagai barui yangi dibentuki olehi Menterii dani barui adai 

setelahi adanyai Undang-Undangi No.17i Tahuni 2023i tentangi Kesehatani yangi 

diaturi lebihi lanjuti dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 28i Tahuni 2024i tentangi 

Peraturani Pelaksanai Undang-Undangi Nomori 17i Tahuni 2023i tentangi 

Kesehatan.i majelisi inii debentuki untuki mendukungi tugasi dani fungsii Konsili 

Kedokterani Indonesiai (KKI)i dalami peningkatani mutui dani kompetensii teknisi 

keprofesiani Tenagai Medisi dani Tenagai Kesehatan.i Fungsii Majelisi Disiplini 

Profesii diaturi dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 28i Tahuni 2024i Pasali 713i 

sebagaii penerimaani dani verifikasii pengaduani atasi tindakani Tenagai Medisi dani 

Tenagai Kesehatan,i sebagaii tempati pemeriksaani pengaduani apabilai adai dugaani 

pelanggarani disiplini profesi,i untuki menentukani adai ataui tidaknyai pelanggari 

disiplini profesi,i sebagaii tempati mengambili keputusani atasi pengaduani dani 

menentukani sanksii apabilai terbuktii adai pelanggarani disiplin,i dani berwenangi 

untuki memberikani rekomendasii yangi berkaitani dengani Tenagai Medisi ataui 

Tenagai Kesehatani i apabilai melakukani tindakani ataui perbuatani yangi 

melanggari hukumi yangi dimintaii pertanggungjawabani atasi kesalahani tersebut. 

 

2.2 Tinjauani Umumi Perbuatani Melawani Hukum 

 

2.2.1 Pengertiani Perbuatani Melawani Hukum 

 

Perbuatani melawani hukumi dalami bahasai Belandai disebuti dengani onrechmatigei 

daadi dani dalami bahasai Inggrisi berartii tort.i Istilahi perbuatani melawani hukumi i 

sebelumi tahuni 1919i masihi menganuti pahami sempiti dapati dilihati darii Putusani 

Hogei Raadi Nederlandsi yakni,i perbuatani melawani hukumi adalahi suatui perbuatani 

yangi melanggari haki orangi laini ataui jikai orangi berbuati bertentangani dengani 
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kewajibani hukumnyai sendirii yangi timbuli karenai undang-undang.22
i Artinyai dalami 

rumusani inii melanggari hukumi samai dengani melanggari undang-undang,i menuruti 

ajarani yangi sempiti inii bahwai untuki menuntuti gantii kerugiani ataui sanksii hukumi 

atasi suatui perbuatani melawani hukum,i perbuatani tersebuti harusi melanggari undang-

undang.i Melaluii rumusani yangi sempiti inii banyaki kepentingani masyarakati 

dirugikan,tetapii tidaki dapati menuntuti apa-apa. 

 

Setelahi mengalamii beberapai tahuni perkembangani pengertiani perbuatani melawani 

hukumi menjadii lebihi luasi dengani adanyai keputusani Hogei Raadi tanggali 31i Januarii 

1919i yangi terkenali dengani Lindenbaum-Coheni Arresti yaitu,i perbuatani melawani 

hukumi adalahi berbuati ataui tidaki berbuati yangi melanggari haki orangi lain,i ataui 

bertentangani dengani kesusilaani ataui sikapi berhati-hatii sebagaimanai patutnyai 

dalami hidupi masyarakat,i terhadapi diri,i ataui bendai orangi lain. 

 

Pengaturani mengenaii perbuatani melawani hukumi dii Indonesiai diaturi dalami Pasali 

1365i sampaii dengani Pasali 1380i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata.i Konsepi 

perbuatani melawani hukumi sendirii telahi diaturi dalami Pasali 1365i Kitabi Undang-

Undangi Hukumi Perdatai yangi berbunyii i “setiapi perbuatani melanggari hukum,i yangi 

membawai kerugiani kepadai orangi lain,i mewajibkani orangi yangi karenai salahnyai 

menerbitkani kerugiani itu,i menggantii kerugiani tersebut.” 

Sebenarnyai pengertiani perbuatani melawani hukumi tidaki diaturi didalami Pasali 1365i 

KUHi Perdatai melainkani hanyai mengaturi kapankahi seseorangi yangi mengalamii 

kerugiani karenai perbuatani melawani hukum. 

 

Saudargoi Gautama,i berpendapati bahwai istilahi PMHi sudahi sangati lamai 

memusingkani parai ahlii hukumi yangi harusi mempergunakani undang-undang.i 

Dalami Hukumi Barat,i pengertiani PMHi semakini lamai sifatnyai semakini luas.i 

Semakini banyaki perbuatan-perbuatani yangi dahului tidaki termasuki melawani hukumi 

kinii termasuki istilahi itu. 

 

                                                 
22 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, ke 5, Bandar Lampung. 
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Menuruti M.A.i Moegnii Djojodidjo,i PMHi secarai luasi adalahi i bahwai dengani 

perbuatani melawani hukumi (onrechmatigi daad)i diartikani suatui perbuatani ataui 

kealpaan,i yangi bertentangani dengani haki orangi laini ataui bertentangani dengani 

kewajibani hukumi sii pelakui sendirii ataui bertentangani dengani kesusilaan,i maupuni 

kehati-hatiani terhadapi pergaulani hidupi kepadai orangi laini ataui benda,i inii berartii 

bahwai barangi siapai sebagaii hasili darii hasili kesalahani ataui kelalaiannya,i 

menyebabkani kerugiani padai orangi laini berkewajibani membayari gantii kerugian.23 

 

Menuruti beliaui istilahi “melanggar”i hanyai mencerminkani sifati aktifnyai sajai 

sedangkani sifati pasifnyai diabaikan.i Namuni padai istilahi “melawan”i itui sudahi 

termasuki pengertiani perbuatani yangi bersifati aktifi maupuni pasif. 24
i Ketentuani 

dalami Pasali 1365i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai dipertegasi lagii dalami 

pasali 1366,i yaitui “setiapi orangi bertanggungi jawabi tidaki hanyai untuki kerugiani 

yangi ditimbulkani olehi perbuatannyai tetapii jugai disebabkani olehi kelalaiannya.”i 

Keduai pasali inii menegaskani bahwai PMHi tidaki sajai mencakupi suatui perbuatan,i 

tetapii jugai mencakupi tidaki berbuat.i Dengani demikiani definisii PMHi adalahi 

perbuatani melawani undang-undangi yangi disebabkani olehi kelalaiani ataui 

kesengajaani dani menimbulkani kerugian,i pelanggarani hukum,i perbuatani yangi 

bertentangani dengani hak-haki orangi lain,i perbuatani yangi dilakukani diluari 

kewenangan,i dani melanggari nilai. 

 

Asseri Rutten,i mengemukakani bahwasanyai tidaki adai perbedaani yangi mendasari 

antarai perbuatani melawani hukumi dengani wanprestasi.i Wanprestasii adalahi 

pelanggarani atasi haki orangi laini tetapii jugai merupakani gangguani terhadapi haki 

kebendaani orangi laini ataui pihaki lain.i Artinyai bahwai wanprestasii merupakani satui 

rumpuni darii genusi onrechtmatigei daad.25 

 

Berdasarkani Pasali 1244i KUHPerdatai jikai debituri lalaii dani tidaki memenuhii 

kewajibannya,i iai harusi menggantii kerugiani kecualii jikai dapati dibuktikani bahwai 

                                                 
23 Moegni, op. Cit. Hal. 25-26. 
24 Zaeni Asyhadie, 2018, 'Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional', PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta. 
25 M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, ‘Perbuatan Melawan Hukum’, cet. II, Pradya Paramita, 

Jakarta, hal. 33 
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wanprestasii terjadii karenai keadaani memaksa.i Artinyai perbedaani darii wanprestasii 

dani perbuatani melawani hukumi adalahi perbuatani melawani hukumi timbuli darii 

pelanggarani hukumi umumi ataui normai kesusilaani tanpai perlui adanyai perjanjiani 

sedangkani wanprestasii timbuli darii kontraki ataui perjanjiani yangi sudahi disepakatii 

sebelumnya.i Pihaki yangi dirugikani dalami perbuatani melawani hukumi adalahi 

siapapuni yangi mengalamii kerugiani akibati perbuatani melawani hukumi sedangkani 

wanprestasii hanyai pihaki yangi terkaiti dalami perjanjiani (kredituri dani debitur). 

 

Meskipuni berbeda,i PMHi dani wanprestasii memeilikii beberapai kesamaani 

diantaranyai yaitui sama-samai bentuki pelanggarani hukumi dalami hukumi perdata,i 

menimbulkani akibati hukumi berupai kewajibani gantii rugi,i dapati diajukani gugatani 

perdatai dii pengadilan,i dani dapati terjadii akibati kesengajaani maupuni kelalaian. 

 

2.2.2 Unsur-Unsuri dani Syarat-Syarati Perbuatani Melawani Hukum 

 

Sesuaii dengani Pasali 1365i KUHi Perdata,i suatui perbuatani melawani hukumi harusi 

memenuhii unsur-unsuri sebagaii berikuti : 

1) Perbuatani tersebuti melawani hukum 

2) Adanyai kesalahani (dolusi maupuni culpos)i darii pelaku 

3) Adanyai kerugiani (schade)i yangi ditimbulkani bagii korban 

4) Adanyai hubungani kausali antarai perbuatani dani kerugiani (oorzakelijki verbandi 

ataui causaali verband) 

 

Menuruti Rosai Agustina,i syarat-syarati perbuatani melawani hukumi sebagaii berikut: 

1) Bertentangani dengani kewajibani hukumi sii pelaku 

2) Bertentangani dengani haki subjektifi orangi lain 

3) Bertentangani dengani kesusilaan 

4) Bertentangani dengani kepatutan,i ketelitiani dani kehati-hatian 

 

Apabilai salahi satui darii unsur-unsuri perbuatani melawani hukumi tersebuti tidaki 

terpenuhii makai perbuatani itui tidaki digolongkani sebagaii perbuatani melawani hukum. 

1) Adanyai suatui perbuatan 
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Menuruti Williami C.i Robinson,i istilahi “perbuatan”i dalami perbuatani melawani 

hukumi adai tiga.i yangi pertama,i nonfeasancei yaknii merupakani tidaki berbuati 

sesuatui ataui ketidaki mampuani untuki melakukani sesuatui yangi diwajibkani olehi 

hukum.i Kedua,i misfeasancei yaknii tindakani yangi dilakukani dengani carai yangi 

salah,i baiki itui merupakani kewajibani yangi harusi dilakukani ataui merupakani 

tindakani yangi diai mempunyai haki untuki melakukannya.i Ketiga,i malfeasancei 

merupakani perbuatani yangi dilakukani padahali pelakunyai tidaki berhaki untuki 

melakukannya.26 

 

2) Perbuatani tersebuti melawani hukum 

Menuruti Standaardi Arest,i Tahuni 1919,i berbuati ataui tidaki berbuati merupakani 

suatui perbuatani melawani hukumi jikai perbuatani melanggari undang-undangi 

dani perbuatani melanggari haki orangi laini yangi dilindungii hukum.i Dalami unsuri 

inii Perbuatani yangi dilakukani harusi melawani hukumi yangi meliputii perbuatani 

yangi dilakukani harusi melanggari undang-undangi yangi berlaku,i yangi 

melanggari haki orangi laini yangi dijamini olehi hukum,i perbuatani yangi 

bertentangani dengani kewajibani hukumi sii pelaku,i perbuatani yangi bertentangani 

dengani kesusilaan,i dani yangi terakhiri perbuatannyai bertentangani dengani sikapi 

baiki dalami bermasyarakati untuki memperhatikani kepentingani orangi lain. 

 

3) Adanyai kesalahani darii pelaku 

Remmelink,i mengemukakani bahwai definisii kesalahani yaitui sebagaii pencelaani 

yangi ditunjukani olehi masyarakati yangi menerapkani standari etisi yangi berlakui 

padai waktui tertentui terhadapi manusiai yangi melakukani perilakui menyimpangi 

yangi sebenaranyai dapati dihindari.27 

Berdasarkani Pasali 1365i KUHi Perdatai unsuri kesalahani adai 3i yaitui : 

a. Kelalaiani (culpa),i yaknii sikapi batini tidaki kehati-hatiani seseorangi dalami 

suatui perbuatani dani tidaki memperhitungkani akibati yangi akani timbuli darii 

                                                 
26  Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum 

Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hal. 65. 
27  J. Rammelink, 2014, Pengantar Hukum Pidana Material 1, Maharsa Publishing, 

Yogyakarta, hlm. 181. 
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perbuatannyai itui sendiri.i Kelalaiani sendirii memilikii 4i unsuri untuki 

dibuktikani yaitui sebagaii berikut:28 

(1) Adanyai kewajibani untuki melakukani ataui tidaki melakukani sesuatu. 

(2) Adanyai pelanggarani ataui kegagalani memenuhii kewajibani tersebut. 

(3) Adanyai kerugiani ataui cederai padai pasien. 

(4) Adanyai hubungani kausalitasi antarai pelanggarani dani kegagalani 

memenuhii kewajibani tersebuti dengani cederai ataui kerugian. 

b. Kesengajaani (dolus),i yaknii sikapi batini seseorangi untuki melakukani 

perbuatani yangi dengani sengajai dani dengani sadari mengetahuii akibati yangi 

akani timbuli terhadapi orangi laini darii perbuatani yangi dilakukannyai dani 

sengajai minginginkani agari akibati yangi timbuli darii perbuatannyai tersebuti 

benar-benari terjadi. 

c. Tidaki adanyai alasani pembenari ataui alasani pemaaf 

Dalami hali seseorangi dikatakani bersalahi apabilai jikai kepadanyai dapati 

diselesaikani bahwai diai telahi melakukani ataui tidaki melakukani ataui tidaki 

melakukani suatui perbuatani yangi seharusnyai dihindarkan. 

 

4) Adanyai kerugiani bagii korban 

Kerugiani dalami perbuatani melawani hukumi tidaki diaturi secarai jelasi mengenaii 

gantii rugii namuni sebagaimanai diaturi dalami Pasali 1371i ayati (2)i Kitabi Undang-

Undangi Hukumi Perdatai i dijelaskani bahwai “jugai penggantiani kerugiani inii 

dinilaii menuruti kedudukani dani kemampuani keduai belahi pihak,i dani menuruti 

keadaan.” 

unsur-unsuri gantii rugii didalami KUHi Perdatai diantaranya,i yaitui biayai 

(ongkos),i yangi dimaksudi disinii adalahi pengeluarani yangi harusi ditanggungi 

olehi korbani sebagaii akibati darii perbuatani melawani hukum.i Inii bisai mencakupi 

biayai medis,i biayai perbaikani ataui penggantiani propertii yangi rusak,i biayai 

hukumi dani biayai lainnyai yangi dikeluarkani olehi korbani dalami menghadapii 

peristiwai tersebut.i kerugiani sesungguhnyai (rugi),i yaknii kerugiani yangi dialamii 

olehi korban,i baiki secarai materiili maupuni immateriil,i sepertii kerugiani 

finansial,i kerugiani properti,i ataui penderitaani emosional.i dani keuntungani 

                                                 
28 Zaeni Asyhadie, op. cit. hal. 123. 



28 

 

diharapkani (bunga),i bungai merupakani unsuri tambahani tertentui yangi diberikani 

atasi gantii rugii sebagaii kempensasii atasi penundaani pembayaran.i Bungai inii bisai 

berupai bungai nominali ataui bungai kompensatorii yangi dihitungi berdasarkani 

tingkati sukui bungai tertentu. 

 

5) Adanyai hubungani kausal 

Adanyai hubungani kausali ataui hubungani sebabi akibat,i kerugiani itui harusi 

timbuli darii perbuatani orangi itu.i Jikai tidaki adai perbuatan,tidaki pulai adai akibat.i 

Dii dalami hubungani kausali antarai perbuatani dani kerugiani terdapati 2i (dua)i teorii 

darii perbuatani melawani hukum: 

a. Teorii penyebabi kira-kira 

Menuruti teorii ini,i sebuahi perbuatani yangi dianggapi sebagaii sebabi akibati 

yangi timbuli merupakani perbuatani tersebuti seimbangi dengani akibatnya,i 

dani penilaiani atasi seimbangnyai perbuatani tersebuti didasarkani padai 

pertimbangani yangi masuki akali dani dapati didugai bahwai tindakani tersebuti 

menghasilkani akibati tertentu. 

b. Teorii hubungani faktual 

Dalami teorii inii menyatakani bahwai hubungani sebab-akibati hanyalahi 

masalahi faktai yangi terjadii ataui apai yangi secarai faktuali telahi terjadi,i dii 

manai setiapi faktori yangi menyebabkani terjadinyai suatui kerugiani dapati 

dianggapi sebagaii penyebabi timbulnyai kerugian. 

 

2.2.3 Bentuki Gantii Kerugian 

 

Pengaturani mengenaii gantii kerugiani perbuatani melawani hukumi sendirii dalami 

KUHi Perdatai sudahi diaturi dii dalami Pasali 1365i sampaii dengani Pasali 1380.i Subjeki 

pertanggungjawabani dani yangi memintai pertanggungjawabani akibati kerugiani darii i 

PMHi Secarai jelasnyai diaturi dii dalami Pasali 1365-1367i KUHi Perdatai dani Pasali 

1370-1371i KUHi Perdatai yangi bunyinyai : 
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Pasali 1366 

Setiapi orangi bertanggungi jawab,i bukani hanyai atasi kerugiani yangi disebabkani 

perbuatan-perbuatan,i melainkani jugai atasi kerugiani yangi disebabkani kelalaiani atasi 

kesembronoannya. 

Pasali 1367 

Seseorangi tidaki hanyai bertangungi jawab,i atasi kerugiani yangi disebabkani 

perbuatannyai sendiri,i melainkani jugai atasi kerugiani yangi disebabkani perbuatan-

perbuatani orang-orangi yangi menjadii tanggungannyai ataui disebabkani barang-

barangi yangi beradai dii bawahi pengawasannya. 

Orangi tuai dani walii bertanggungi jawabi atasi kerugiani yangi disebabkani olehi anak-

anaki yangi belumi dewasa,i yangi tinggali padai merekai dani terhadapi siapai merekai 

melakukani kekuasani orangi tuai ataui wali.i Majikani dani orangi yangi mengangkati 

orangi laini untuki mewailii urusan-urusani mereka,i bertanggungi jawabi atasi kerugiani 

yangi disebabkani olehi pelayanani ataui bawahani merekai dalami melakukani pekerjaani 

yangi ditugaskani kepadai orang-orangi itu. 

Gurui sekolahi ataui kepalai tukangi bertanggungi jawabi atasi kerugiani yangi disebabkani 

olehi murid-muridnyai ataui tukang-tukangnyai selamai waktui orang-orangi itui beradai 

dii bawahi pengawasannya. 

Pasali 1370 

Dalami halnyai pembunuhani dengani sengajai karenai kurangi hati-hatinyai orangi lain,i 

makai suamii ataui istrii yangi ditinggalkan,i anaki ataui orangi tuai sii korbani yangi i 

lazimnyai mendapati nafkahi darii pekerjaani korban,i mempunyaii haki untuki menuntuti 

gantii rugi,i yangi harusi dinilaii menuruti kedudukani dani kekayaani keduai belahi pihak,i 

sertai menuruti keadaan. 

Pasali 1371 

Menyebabkani lukai ataui cacatnyai anggotai badani seseorangi dengani sengajai ataui 

karenai kurangi hati-hati,i memberii haki kepadai korban,i untuki selaini untuki menuntuti 

penggantiani biayai pengobatan,i jugai menuntuti penggantiani kerugiani yangi 

disebabkani olehi lukai ataui cacati badani tersebut.i Jugai penggantiani kerugiani inii 

dinilaii menuruti kedudukani dani kemampuani keduai belahi pihaki dani menuruti 

keadaan.i Ketentuani palingi terakhiri inii padai umumnyai berlakui dalami hali menilaii 

kerugiani yangi ditimbulkani darii suatui kejahatani terhadapi pribadii seseorang. 
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Bentuk-bentuki gantii rugii terhadapi perbuatani melawani hukumi yangi dikenali dalami 

hukumi sebagaii berikuti :29 

a. Gantii rugii nominal,i yaitui jikai terdapati perbuatani melawani hukumi yangi serius,i 

sepertii perbuatani yangi mengandungi unsuri kesengajaan,i tetapii tidaki 

menimbulkani kerugiani yangi nyatai bagii korban,i makai korbani dapati diberikani 

sejumlahi uangi tertentui sebagaii bentuki keadilani tanpai memperhitungkani 

sebenarnyai kerugiani yangi dialami. 

b. Gantii rugii kompensasi,i merupakani pembayarani kepadai korbani sesuaii dengani 

kerugiani yangi dialamii akibati perbuatani melawani hukum.i Contohnya,i gantii 

rugii atasi biayai yangi dikeluarkani olehi korban,i kehilangani keuntungani ataui gaji,i 

penderitaani fisiki dani mentali sepertii stres,i malu,i ataui penurunani reputasi. 

c. Gantii rugii penghukuman,i merupakani gantii rugii dalami jumlahi besari yangi 

melebihii jumlahi kerugiani yangi sebenarnya,i jumlahi gantii rugii inii dimaksudkani 

untuki memberikani efeki jera,i terutamai dalami kasus-kasusi perbuatani melawani 

hukumi yangi berati ataui sadis,i sepertii penganiayaani yangi mengabaikani rasai 

kemanusiaan. 

 

Kerugiani dii dalami hukumi dibagii menjadii duai yaitui kerugiani materili dani immateril.i 

i Kerugiani materili yaitui kerugiani yangi secarai jelasi dapati dirasakani olehi pihaki yangi 

mengalamii kerugiani tersebut.i Contohnyai kerugiani finansial,i kerugiani properti,i 

ataui kerugiani fisiki yangi dapati diukuri secarai nyata.i Sedangkani kerugiani imaterili 

adalahi kerugiani yangi tidaki berwujudi fisik,i tetapii melibatkani hilangnyai manfaati 

ataui keuntungani yangi mungkini akani diperolehi dii masai depan.i Contohnya,i 

kehilangani peluang,i kerugiani psikologis,i ataui kerugiani emosionali yangi suliti 

diukuri secarai langsung. 

 

2.2.4 Teorii Kausalitas 

 

Dii dalami ilmui hukumi adai yangi dikenali dengani sebutani ajarani kausalitasi ajarani inii 

merupakani konsepi dalami ilmui pengetahuani yangi menghubungkani dani 

                                                 
29 Titin Apriani, 2021, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan 

Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata, Ganec Swara, hal. 931. 
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menganalisisi faktor-faktori suatui penyebabi dani menghubungkannyai dengani akibat.i 

Ajarani kausalitasi digunakani untuki mengetahuii terjadinyai penyebabi suatui 

perbuatan.i Ajarani inii berfungsii untuki membantui hakimi untuki mengetahuii sejauhi 

manai causali verbandi digunakani dalami membuktikani kebenarani materil.30
i Dalami 

literaturi hukumi ajarani kausalitasi digunakani untuki menganalisisi peristiwai hukumi 

baiki hukumi perdatai maupuni hukumi pidana. 

  

                                                 
30 Ahmad Sofian, 2018, ‘Ajaran Kausalitas Hukum Pidana’, Kencana, Jakarta, hal 3-4. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Keterangan 

 

Kesehatan menjadi faktor penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera. Untuk mewujudkan 

pembagunan kesehatan tersebut masyarakat memerlukan penyelenggaraan 

kesehatan. Penyelenggaraan ini  terdiri dari upaya kesehatan, sumber daya 

kesehatan, dan pengelolaan kesehatan yang berkualitas dan bermutu. Tenaga Medis 

dan Tenaga Kesehatan sebagai subjek yang memberi pelayan kesehatan wajib 

memberikan pelayanan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, 

nondiskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 

kepada kepada pasien. Dalam pemberian pelayanan kesehatan ini ada hubungan 

hukum yang terjadi antara Tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan dan Pasien. 

Namun dalam memberikan pelayanan kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga 

Kesehatan bisa saja melakukan kelalaian dan kesalahan yang berdampak pada 

ketidakpuasan pasien, dan hal ini berujung pada gugatan. Kesalahan dan kelalaian 

Pasien 

Malpraktik Medis 

Penerapan Perbuatan 

Melawan Hukum 
Bentuk Ganti Kerugian 

Tenaga Medis dan/atau 

Tenaga Kesehatan 
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yang terjadi selama pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien bisa terjadi 

karena beberapa faktor seperti pelanggaran hak dan kewajiban tenaga medis dan 

pasien, kesalahan medis serta malpraktik medis. Malpraktik merupakan suatu 

kelalaian dari para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam 

pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran etika. 

Secara hukum perdata akibat dari kelalaian dan kesalahan ini terjadi wanprestasi 

dan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 

1365 KUHPerdata merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal ini ada 

empat unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu 

perbuan, adanya suatu kesalahan, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan 

kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Suatu gugatan  malpraktik medis dengan 

dasar gugatan PMH dalam pembuktiannya harus memenuhi keempat unsur tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan diantaranya yaitu bagaimana penerapan 

unsur perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis, kemudian bagaimana 

bentuk bertanggungjawaban hukum akibat dari malpraktik medis.  
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian melalalui studi kepustakaan 

(library research) yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan serta 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.31  Metode penelitian 

ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengembangkan doktrin-doktrin 

hukum gunai menjawabi masalahi penerapani perbuatani melawani hukumi padai 

malpraktiki medisi dani pertanggungi jawabani akibati darii malpraktiki medis. 

 

3.2 Tipei Penelitian 

 

Tipei penelitiani yangi digunakani adalahi tipei deskriptifi yaitui pemaparani yangi 

tujuannyai untuki mendeskripsikani ataui menggambarkani secarai jelas,i rinci,i dani 

sistematisi mengenaii objeki yangi akani diteliti.i Tipei inii digunakani untuki 

menjelaskani kesesuaiani unsur-unsuri perbuatani melawani hukumi dalami sebuahi 

kasusi dani melihati perbandingan-perbandingani darii kasus-kasusi gugatani perbuatani 

melawani hukumi sebelumnya. 

                                                 
31 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 132.  
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3.3 Pendekatani Masalah 

 

Penelitiani inii menggunakani metodei pendekatani masalahi pendekatani judiciali casei 

studyi yaitui melakukani pendekatani pembelajarani kasusi hukumi yangi melibatkani 

analisisi suatui permasalahani sehinggai memerlukani penyelesaiani melaluii 

pengadilan.i Selaini itui penelitiani inii dilakukani dengani tujuani melakukani intervensii 

terhadapi beberapai peraturani perundang-undangan,i untuki melihati sistematikai 

hukumi dani penelitiani terhadapi perbandingani hukum.i penelitiani inii lebihi banyaki 

dilakukani terhadapi datai yangi bersifati sekunderi yangi adai diperpustakaan. 

 

3.4 Sumberi Data 

 

Datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi datai sekunder,i yaitui sumberi datai 

yangi diperolehi secarai tidaki langsung.i Artinyai sumberi yangi diperolehi bukani darii 

lapangani namuni darii referensii ataupuni kepustakaani yangi ada.i Padai penelitiani inii 

bahani hukumi sekunderi yangi digunakani adalahi sebagaii berikut: 

 

1. Bahani hukumi primer,i merupakani bahani hukumi yangi mempunyaii kekuatani 

hukumi yangi mengikat.i Yaitui sebagaii berikut: 

a. Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdata 

b. Undangi Undangi Republiki Indonesiai Nomori 17i Tahuni 2023i tentangi 

Kesehatan 

c. Peraturani Menterii Kesehatani Republiki Indonesiai Nomori 28i Tahuni 2024i 

tentangi Peraturani Pelaksanai Undang-Undangi Nomori 17i Tahuni 2023i 

tentangi Kesehatan 

d. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 3203i K/Pdti 2017i tentangi gugatani 

Perbuatani Melawani Hukumi malpaktiki operasii implani gigi 

e. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.i tentangi 

gugatani perbuatani melawani hukumi kasusi malpraktiki melahirkani dalami airi 

(wateri birth)i  

f. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 61/PDT/2018/PT.PBR.i tentangi 

gugatani perbuatani melawani hukumi kelalaiani dalami menanganii urati kejepit 
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g. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 11/Pdt.G/2019/PNi tentangi gugatani 

perbuatani melawani hukumi dugaani malpraktiki operasii matai padai bayii 

berumuri duai bulani hinggai menyebabkani kebutaan 

h. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 120/Pdt.G/2019/PNi Ckri tentangi 

gugatani perbuatani melawani hukumi kelalaiani penangani operasii 

pergelangani tangan 

i. Putusani Mahkamahi Agungi Nomori 22/PDT/2020/PTi PTKi tentangi gugatani 

perbuatani melawani hukumi dugaani kelalaiani penanganani cederai kepalai 

berat. 

 

2. Bahani hukumi sekunder,i merupakani bahani ataui referensii literasii yangi 

memberikani penjelasani mengenaii bahani hukumi primer,i dalami hali inii referensii 

yangi terkaiti yaitui ilmui pengetahuani yangi bersumberi darii buku-bukui tentangi 

hukum,i majalah,i bulletini artikeli literaturi hasili karyai ilmiahi sarjana,i jurnali dani 

doktrin. 

 

3. Bahani hukumi tersier,i yaknii bahan-bahani yangi memberikani petunjuki ataui 

penjelasani terhadapi bahani hukumi primeri dani bahani sekunder,i inii berupai 

kamusi hukum,i dani Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI). 

 

3.5 Metodei Pengumpulani Data 

 

Metodei pengumpulani datai dalami penelitiani inii dilakukani dengani carai sebagaii 

berikut: 

1. Studii Kepustakaani (Libraryi Research) 

Studii kepustakaani merupakani tekniki pengumpulani datai yangi dilakukani 

dengani carai sepertii membaca,i menelaah,i menganalisisi sertai mengutipi 

terhadapi buku,i literatur,i catatani sertai berbagaii laporani yangi berkaitani dengani 

masalahi yangi ingini dipecahkan,i selaini itui melakukani pengkajiani terhadapi 

ketentuani peraturani perundang-undangan.i Penelitiani inii mengkajii Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Perdata,i Undang-Undangi Nomori 17i Tahuni 2023,i 

sertai darii buku-bukui laini yangi berkaitani dengani hukumi kesehatani dani 

perbuatani melawani hukum. 
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2. Studii Lapangani (Fieldi Research) 

Secarai lapangani penelitiani inii melakukani wawancarai kepadai narasumberi 

Advokati Kantori Hukumi Wahruli Fauzii Silalahii dani Rekani yaitui M.i Afidi 

Yahyai M.,i S.H. 

 

3.6 Metodei Pengolahani Data 

 

Apabilai semuai datai sudahi terkumpuli dengani baiki makai akani dilakukani 

pengelolahani data.i Pengelolahani datai dalami penelitiani inii meliputii tahapani sebagaii 

berikut: 

 

a. Pemeriksaani Data 

Pemeriksaani datai merupakani tahapani untuki mengetahuii apakahi datai yangi 

diperlukani sudahi sesuaii dengani pokoki bahasan,lengkap,i dani jelas.i Dalami 

penelitiani inii tahapani pemeriksaani yangi diperiksai mulaii darii Undang-Undangi 

Kesehatani terbarui hinggai terlama,i pemeriksaani perbandingani kasus-kasusi 

gugatani PMH,i dani pemeriksaani bentuki kelayakani pertanggungjawabannyai dii 

masing-masingi contohi kasusi yangi diberikan.i Selaini itui untuki mengetahuii dani 

menentukani kekeliriuani ataui kesalahani datai yangi diperolehi dengani 

memastikannyai melalauii wawancara. 

b. Klasifikasii Data 

Dilakukani untuki mengelompokani ataui menghimpuni datai yangi didapati sesuaii 

dengani kerangkai bahasani sertai memasukani data-datai yangi didapati untuki 

memudahkani untuki menganalisisi datai yangi didapat.i Setelahi melakukani segalai 

pemeriksaani mengenaii PMHi mulaii darii studii kepustaakani dani studii lapangani 

dilakukani pengelompokani datai yangi didapati dipastikani sudahi relevan,i jelas,i 

tidaki berlebihani dani tanpai kesalahan.i  

c. Penyusunani Data 

Dimaksudkani untuki melakukani penyusunani atasi datai yangi telahi 

diklasifikasikani secarai sistematisi dani logisi berdasarkani kerangkai pikiri yangi 

adai dani mengetahuii bahwai datai tersebuti memilikii keterkaitani padai sub-pokoki 

bahasani sesuaii dengani sistematikai yangi telahi ditentukani untuki memudahkani 

penelitii dalami interpretasii data.i Sesudahi dilakukannyai pemeriksaani datai dani 
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klasifikasii datai mengenaii PMHi dalami Malpraktiki Medisi dilakukannyai 

penyusunani sesuai dengani urutannyai dani diberikani penandai padai setiapi sub-

babnya. 

 

3.7 Analisisi Data 

 

Datai yangi terkumpuli padai penelitiani inii dianalisisi secarai kualitatif,i yaitui 

pendekatani yangi mengacui padai normai hukumi yangi terdapati dalami peraturani 

perundang-undangani dani putusani pengadilan.i Analisisi datai yangi dilakukani 

menggunakani metodei penelitiani bersifati deskriptifi yangi pendekatani i datanyai 

secarai kualitatifi dani menggunakani datai sekunder.i Analisisi datai dalami penelitiani 

inii yangi dilakukani secarai kualitatifi yaitui menggabungkani antarai pendekatani 

kepustakaani darii menganalisii Undang-Undangi Kesehatani dani Putusani Pengadilani 

tentangi PMHi dengani pendekatani lapangani melaluii wawancarai secarai lisani lalui 

menghasilkani datai deskriptifi analisi dengani menggambarkani dani menjelaskani 

penerapani perbuatani melawani hukumi dalami sengketai medis. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan secara sistematis, maka diperoleh 

kesimpulan berupa: 

1. Aspek pelayanan kesehatan secara hukum perdata terjadi karena adanya 

hubungan hukum antara yang memberi layanan kesehatan dengan yang 

menerima layanan kesehatan. hubungan hukum yang dimaksud adalah 

perjanjian. Perbuatan layanan kesehatan tidak akan terjadi apabila sebelumnya 

tidak ada perjanjian. Perjanjian ini dinamakan sebagai perjanjian terapeutik, 

dimana dokter berupaya seoptimal mungkin dalam proses penyembuhan. 

Apabila ada akibat hukum yang terjadi barulah ini dilakukan untuk 

menentukan tanggung jawab, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi selama 

menjalankan profesinya. Salah satunya berpotensi menimbulkan perbuatan 

melawan hukum. Membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai perbuatan melawan 

hukum harus membuktikan bahwa didalamnya ada ketentuan yang dilanggar, 

maka sebagai pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 

KUHPerdata digunakan sebagai acuan bahwa perbuatan melawan hukum harus 

memenuhi empat unsur, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya 

kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan 

kerugian. Dalam malpraktik medis tidak terpenuhinya suatu unsur perbuatan 

melawan hukum bisa terjadi karena tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam 

pelaksanaan profesi medis, tidak melanggar hak orang lain, tindakan sudah 

sesuai  dengan prinsip kepatutan dan moral, adanya pembenar atau alasan yang
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dibenarkan oleh hukum, tidak ada akibat yang merugikan. 

2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggug gugat apabila melakukan 

perbuatan melawan hukum kepada pasien. Menentukan suatu besaran dan 

kelayakan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum dilihat secara 

materiil dan immateriil. Mulai dari apa yang rusak, apa yang dirugikan, apa 

yang hilang dari keadaan sebelumnya. Secara materiil bisa dikalkulasikan 

secara angka dan secara immateriil, diganti sesuai keadaan derajat seseorang 

seperti semula. Kondisi- kondisi itulah yang menjadi penghitungan besaran dan 

kelayakan ganti kerugian bagi yang dirugikan. 

 

5.2 Saran 

 

Saran dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menangani perkara perbuatan melawan hukum terkait malpraktik medis, 

disarankan agar pihak yang berperkara menyertakan saksi ahli untuk 

memberikan penjelasan secara ilmiah, sehingga dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan hakim.  

2. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada tenaga medis 

atau tenaga kesahatan dan juga kepada pasien dalam memahami hak-hak dan 

kewajibannya yang mereka miliki. Sehingga disarankan bagi pasien untuk tahu 

mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam proses pelayanan kesehatan 

sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka tahu kurang dan 

lebihnya dalam standar operasional prosedur penanganan medis.  
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